
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten 

Bone Bolango. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t-hitung untuk 

variabel pendapatan asli daerah sebesar 37,171. Jika dibandingkan 

dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang 

diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai sig lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan 

Ho ditolak. Sehingga variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai 

t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang searah 

dengan Y. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango. Hasil analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel dana 

perimbangan sebesar -3.095. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel 

yang sebesar 2,036. Maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil 

dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,004<0,05, maka H1 ditolak dan Ho 



diterima. Sehingga variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. 

Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang 

tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan dana perimbangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

3. Belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

Hasil nilai t-hitung untuk variabel belanja modal sebesar 0.551. Jika 

dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,036. Maka t-hitung 

yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel kemudian terlihat pula 

bahwa nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 

0,586>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X3 

memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X3 

mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat 

disimpulkan belanja modal berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka diajukan saran sebagai berikut: 

1. Untuk menunjang peningkatan belanja daerah dalam memperluas 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat maka hendaknya dilakukan 

peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan melihat kenyataan 

yang ada PAD harus banyak mengalokasikan belanja pada belanja 

modal yang berorientasi pada sektor penerimaan sehingga 

kemandirian suatu daerah akan nampak dengan menurunnya 



ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu transfer pemerintah 

pusat atau dana perimbangan, terkait dengan hal tersebut  

diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dengan hasil yang 

dikelola oleh pemerintah daerah, meningkatkan belanja modal dan 

akan berujung pada peningkatan Pendapatan asli daerah, semakin 

besar kontribusi untuk belanja modal maka akan semakin 

berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, 

dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik 

investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan 

bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode 

yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan 

bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah 

dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dan dapat dikatakan mandiri. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar, melihat pengaruh 

PAD, Dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja 

keuangan melalui rasio kemadirian masih kecil, maka saran yang 

dapat diberikan untuk menambahkan variabel lainnya seperti 

variabel X Belanja pegawai. Dan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah dapat ditambah dengan menggunakan 

pengukuran Rasio Keserasian variabel Y. Pemerintah daerah 

Kabupaten Bone Bolango agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja 



daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan 

dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam 

membiayai belanjanya. Kemampuan untuk memenuhi belanja 

daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah belum efisien 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi belanja 

pegawai yang tinggi, untuk menigkatkan PAD, di sarankan 

pengalokasian belanja modal lebih berorienasi pada sektor 

penerimaan maka akan menunjang Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.  
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